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Judul SOP UJl KONSEKUENSI INFORMASI
PUBLIK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. Memahami Peraturan Komisi Informasi Republik
Keterbukaan Informasi Publik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Informasi Publik
Pelayanan Publik 2. Memahami Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik
Kearsipan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Informasi Publik Banten
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor] 3. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10 Tahun 2010 tentang memiliki
6. Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di kemampuan :

a) Melakukan pelayanan publik

b) Memahami
pendokumentasian, kearsipan
dan pengelolaan informasi

c) Memahami teknologi

Lingkungan Komunikasi dan Informatika

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah

8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor mforr_n.az?i —
1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi d) Memiliki latar belakang pendidikan yang
Publik mendukung dalam pelayanan pengelolaan informasi
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor] dan dokumentasi
1 Tahun 2021 tentang Standar Pengujian Konsekuensi
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata
Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten
12. Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017
Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Masyarakat yang 1 Formulir isian
Membutuhkan informasi 2 Komputer
Publik dari Pemerintah 3 Pesawat Telepon
4 Jaringan Internet
5 ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka 1 Dicatat pada buku rekap informasi
pemohon informasi tidak akan terlayani
dengan Baik

2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka
Pelayanan Prima tidak akan tercapai

3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image
Positif Pemerintah Daerah terhadap
masyarakat menjadi Negatif




SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM ADA PERMOHONAN INFORMASI

Pelaksana Pendukung
Tim Komponen atau
No Kegiatan Atasan PPID PPID pertimbangan perangkat daerah kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pelaksana pelayanan
informasi
1 PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit Daftar Informasi Selinp E‘;.ﬂ?:?;;mﬁhm
kerja yang menguasai dan mengelola - yvang dikecualikan dikecualikan dari PPID
informasi tertentu untuk melakukan dari PPID Pembantu Pelaksana SKPD dan
Pengklasifikasian Informasi Publik SKPD dan BUMD BUMD
2 Memberikan pertimbangan atas informasi / Dasar hukum : UU ?ada hari dan Sl:lrnt chutusan
dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia No. 14 tahun 2008 Jjam kerja Timpertimbangan
berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan dan Perki 1 Tahun Pcflayanap
umum 202] miormasi
3 sh:;mbuatdpﬂtmbingan ;qtulis ?:cia.ra Informasi / dokumen | Pada hari dan Berita acara
sama dan penuh ketelitian sebelum ; : : i
menyatakan Informasi Publik tertentu :‘ang t:::n Jamk:ce l‘Jll- 10 E;:f:ﬂrnsi
Dikecualikan FyamT T o
dikecualikan dan (sepuluh) hari
disusun berita acara | kerja, sejak uji
pengujian konsekuensi
konsekuensi dilaksanakan
4 Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana Konsep Keputusan Maksimal Penetapan keputusan
dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Atasan PPID Utama | disahkan E;ID Uta;:lx: b‘?ﬁm
Publik untuk mendapatkan persetujuan beserta lampiran setelah 1 bulan info?-:;::i }ars:g si
klasifikasi informasi | pelaks dikecualikan dan berita
vang dikecualikan Uji acara yang telah
dan berita acara Kofsekuensi ditandatangani dan
/ | dishkan

Pembina Utama Mu
. 19660530 199003 1 003




SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI

No Kegiatan Pelaksana Pendukung
Bilang © | Dhsogpelapan Atasan PPID o
Pemohon Blerions dan dokumentasi | Tim pertimbangan kelengkapan Waktu Output
Informasi bt
1 Melakukan kajian atas informasi / dokumen Berkas Setiap saat Berkas
vang tidak termasuk dalam Daftar permohonan m““"h"_m‘“
Informasi Publik dengan melibatkan Tim “ informasi / ya:gn:eﬁ‘h
Pertimbangan Pelayanan Informasi. dokumen dari diisi lengkap
pemohon
informasi
2 Memberikan pertimbangan atas informasi / Dasar hukum : Pada hari dan Surat
dokumen yang dimaksud yang bersifat UU No. jamkerja kgputusa_n
rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan 14 Tahun 2008 Timpertimba
kepentingan umum dan ngan
PERKI 1 Tahun pelayanan
2021 informasi
3 | Menyerahkan informasi / dokumen Informasi / Pada hani dan Informasi /
vang dimaksud jika status informasi dokumen J“‘:Lk.e']‘l' 10 dokumen dari
/ dokumen oleh tim pertimbangan vang telah sy ke komponen
d ‘pc. 2: 2% 2 (sepuluh) hari atau
pelayanan informasi dinvatakan dinyatakan kerja, Perangkat
rahasia, maka PPID membuat surat terbuka sejak Daerah
penolakan kepada pemohon untuk permohonan
informasi publik informasi
teregistrasi
4 Menandatangaini tanda bukti penerimaan atau Informasi atau Maksimal Informasi
memberikan surat penolakan kepada pemohon Dokumen vang | diberikan publik yang
jika status informasi / dokumen berstatus rahasia diminta oleh perpanjangan diminta oleh
pemohon pemenuhan pemochon
informasi atau permohonan informasi
- surat penolakan | informasi selama | atau surat
jika informasi / | 7 (tujuh) hari penolakan
dokumen sejak
tersebut pemberitahuan
dikatgorikan tertulis diberikan
rahasia

dan tidak dapat

dip ang lagi




